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t ntang paratur 
publik lndon 

n N ra 

2. 

Da ar N gara 18 ay t (6) Und n -Undan 
R puhlik lndone in Tnhun 1 5; 
Undang-Undang N mor 5 T hu 
.. lpil N nm ( mb r n N ga 
T hun 2014 N nor I Tamb h n 
R publik Ind i Nomor )· 

1 . 

a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubemur Nomor 
146 Tahun ·2021 sebagaimana telah diubah 
beberapakali dan terakhir dengan Peraturan Gubernur 
Nomor 187 Tahun 2021 telah ditetapkan Pembentu kan, 
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja 
Unit Pelaksana Teknis Panti Sosial Rehabilitasi Lanjut 
Us:ia Mulia Dharma Provinsi Kalimantan Barat: 

b. bah, a Peraturan Gubemur Nomor 146 Tahun 2021 
sebagaimana telah diubah beberapakali dan terakhir 
dengan Peraturan Gubemur Nomor 187 Tahun 2021 
udah tidak esuai dengan kondisi saat ini, sehingga 

p rlu dicabu dan diganti; 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan s bagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 
Peraturan Gubernur tentang Unit Pelaksana Teknis 
Da r h Panti osial R habilita i Lanjut U ia dan 
R h bilit i Penyandang Di bilita Mulia Dhanna p cl 

osial. 

DENGAN RA MATTUHAN YANG MAHA ESA 

GUB RNUR KAUMANTAN BARAT 

Menimbang 

P • RATU AN UBE NUR KALIMANTAN /\RAT 

N MOR / TAHUN 2022 

TENT AN 
• M ENTUI AN, SUSUNI\N OR 11\NISASI, TUGA. DAN PUNOSI SERT 

T TA]\• RJA UNIT ELAKSANA TEKNIS PANTI SOSIAL REHABILIT ·s1 
L NJUT U IA AN RE A ILITASJ PENYANDANG DJ A ILTTAS 

MULIA DHARMA PROVJNSJ KALIMANTAN BARAT 

GUBERNUR KALIMANTAN BARA T 
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3. U dang-Undang Nomor 23 T hun 
rnerintahan Daerah (Lemb an g a 

Indonesia T un 2014 omor 244 Tam bah n 
N gara R publik Jndone ia Nomor 5587 b irnan 

I h diubah beberapa kali dan rakhir cl n n 
Und g Undang Nomor 1 Tahun 2022 ten ng 
Hu bungan Keuangan An tar Pernerin tah Pu d n 
P merintahan Daerah (Lembaran Negara publik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambah n Lemb r n 
Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 en g Provin i 
I alima.ntan Barat (Lembaran Negara Repu lik Indon ia 
Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran egara 
Republik Indonesia Nomor 6780)· 

5. Peraturan Pernerintah Nomor 18 Tahun 2016 t ntan 
P rangkat Daerah (Lembaran Negara Republik lndon sia 
Tahun 2016 Nomor 114. Tambahan Lembaran Negara 
R publik Indon ia Nornor 5887) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerin.tah Nomor 72 Tahun 
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pernerintah 
Norn or 18 Tab un 2016 ten tang Perangkat Daerah 
(Lembaran Negara R publik lndonesia Tahun 2019 
Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6402): 

6. Peraturan Menteri DaJam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 
t ntang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang 
Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara 
Republik Indon sia Tahun 2017 Nomor 451)· 

7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang 
P mbentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi 

alirnantan Barat [Lernbaran Daerah Provinsi 
Kalirnantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan 
Lembaran Daerah Provinsi Kali.man tan Bara t Nomor 6) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir 
dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat [Lernbaran 
Daerah Provinsi Kalirnantan Barat Tahun 2021 Nomor S 
Tarnbahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat 
Nomor 5); 

8. Peraturan Gubcmur Nomor t 16 Tahun 2021 t ntang 
Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan ungsi, 

r a T ta Kerja Dinas Sosial Provinsi J alimantan Bar 
(B rita D rah Provin i J alimantan Bar Tahun 2021 
Nomor t 1 )1; 
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I I I [.\ 

Dalam Peraturan Gubemur ini ang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat. 
2. Pemerintah daerah adalah Gubcrnur sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
ang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Barat. 

3. Gubemur adalah Gubernur Kalimantan Barat. 
4. Dinas adalah Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat 
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat. 
6. Unit Pelaksana Teknis Pan · Sosial Rehabilitasi La.njut Usia dan 

Rehabilitasi Pen andang Disabilitas Mulia Dhanna Provinsi Kalimantan 
Barat ang selanjutnya disebut UPT PSRLURPD Mulia Dhanna adalah unit 
teknis operasional ang melaksanakan kegiatan teknis tertentu di bidang 
pelayanan rehabilitasi sosial lanjut usia dan rehabilitasi penyandang 
disabilitas. 

7. Kepala UPT adalah Kepala UPT PSRLURPD Mulia Dharma. 
8. Apara ur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi 

pega ai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang 
bekerja pada pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. 

9. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN 
adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian 
kerja ang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas 
dalam suatu jabatan pemerintahan at.au diserahi tugas negara lainnya dan 
digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara 
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN 
secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan 
pemerintahan. 

1 J. Jabatan Adrninistrasi adalah sekclompok jabatan ang berisi fungsi dan 
tugas berkaitan dengan pelayanan publik s rta adrninistrasi pemerintahan 
dan pembangunan. 

12. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang m nduduki Jabatan 
Adrninistrasi pada p merintah Provinsi Kalirnantan Barat. 

Pasal 1 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

ERATURAN GUBERNUR TENTANG UNIT PELAKSANA 
TEKNIS PANTl SOSTAL REHABI LITASI LANJUT USIA DAN 
REHABILlTASI PENYANDANG DISABILITAS MULIA HARMA 
PROVINS) KALIMANTAN BARAT. 

M n tapkan 

MEMUTU I AN: 
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19. i I an lanjutn a disingkat 
n, k luar k lompok, dan/atau rnasyarakat 

ulit t u gangguan, tidak dapat 
d pat terpenuhi kebutuhan 

upun o ial cc r memadai dan wajar. 
2 o i 1 • ng elanjutnya disingkat PSKS 

p r orangan k tuarga k lornpok, dan/atau masyarakat yang 
dapat b rp ran erta untuk m njaga rnenciptakan, mendukung, dan 
m mp rkuat p n lenggaraan kes jahteraan sosial. 

21. imbing o iaJ adalah salah satu cara dan upaya serta langkah untuk 
m ng tahui dan m nind klanjuti penyandang masalah terhadap masalah 
ang dihadapin a untuk diajak dan dibimbing ke arah perbaikan daJam 

k hidupan pribadi dan pergaulan masyarakat. 
22. Pen andang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalarni keterbatasan 

fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama 
ang daJam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengaJami hambatan 

dan ke uli n un uk berpartisipasi secara pen uh dan efektif dengan warga 
negara lainn a berdasarkan kesamaan hak. 

23. T rlantar adalah kondisi seseorang yang tidak terpenuhi kebutuhan 
dasarnya tidak terpelihara tidak terav at dan tidak terurus. 

24. Asse ment adalah pengungkapan dan pemahaman masalah klien serta 
penyusunan program rehabilitasi. 

25. Penyaluran adalah suatu kegiatan yang diarahkan kepada klien untuk 
k mbali dalam kehidupan keluarga dan masy kat tau k rja ra 
normatif. 

i le n p rt Ion an o ial ng 
ra at untuk m mb ntu p r korban 

rfun i n sialn a. 
t k hidup n dan p nghidupan sosiaJ 

diliputi ol h ra a kesclamaran. 
in n m mun kinkan bagi setiap 
p m nuh n kcbutuhan jasmani, 

b i diri k luar a serta masyarakat 
i man u ia sesuai dengan 

i dan p n mban an 
kn fun si sosialn a 

m I k n kan 
ulihk n d n 
fung i 

nn 

duki ah n A N 

ong h !ri: i I fl· i rlan 
nn] h or In • rkan pndn 

15. 
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1J • r C ,111 

P[ lult \ h 

ll'T Ii uh ud dul rn u 
1~ fl 

UPT s LU P[ uli h rrna m rnpun 
.,_ I <lan/Atau tr-knir p nun] n n 

lanju in d,n r habilit , i · sial l i ilit 
ump ru d n -uncl m an. 

al 

BAB IV 
TUG S DAN FUNGSI SERTA SUSUNAN ORGANIS SI 

Bagian K satu 
Tuga dan Fungsi 

UPf PSRLURPD Mulia Dhanna dipimpin oleh seorang Kepala UPT ang 
r dudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala 

Di as. 

Pasal3 

BAB III 
KEDUDUKAN 

(1) n n u rnur ini dib ntuk UPT P RLURPD Mulia Dharma. 
ulia Dharma s bagaim n dim k ud pada ayat ( J) 
n T knis I clas A. 

(3 alarn n tu d fungsi di bidang pelayanan sosia11anjut u ia 
dan p n. ·andan disabilitas wila ah kerja UPf PSRLURPD Mulia Dhanna 
m lipu · luruh Wila ah Provinsi Kalimantan Barat. 

n 1 2 

A 
A II 

NT I AN /\N WILi\ Y /\H K p 

rha 

M ad lah 
m rup kan 
tiap a 

2 tandar n inim 
Ai j nis Inn 

uru an han w iil 
g ra nm minim 1. 

27. l y ru n In 
nn/ntnu ja 

, · r a n nm n a minim I. 
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R D 

Kepala UP'f sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, adalah 
unsur pirnpinan yang mempunyai tugas melaksanakan tugas memimpin 
penyelenggaraan layanan rehabilitasi sosial lanjut usia dan pelayanan 
rehabilitasi sosial penyandang disabilitas berdasarkan kebijakan Kepala Dinas 
sesuai ketentu n peraturan perundang-undangan dengan menerapkan prinsip 
koordinasi integrasi dan sinkronisasi. 

Pasal 7 

Bagian Ketiga 
Kepala UPT 

(1) Susunan Organisasi UPT SRLURPD Mulia Dharma sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 a at (2). terdiri dari : 
a. Kepala UPT; 
b. Sub Bagian Tata U aha· 
c. S k i Pela anan dan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia; dan 
d. Seksi Pela -anan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas. 

(2) Susunan Organisasi UPT PSRLURPD Mulia Dharma sebagaimana 
dimaksud pad a a at ( 1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari P raturan Gubemur ini. 

Pasal6 

Bagian Kedua 
Susunan Organisasi 

n ' lcnggaraan k gia an t knis di bidang rehabilitasi osial lanjut usia 
dan r h bilit i osial p n andang disabilitas: 
p ny Jen ar, an k gia n eknis operasional di bidang pelayanan dan 
r h bilitasi osial lanjut usia· 
p nyelenggaraan kegiatan teknis operasional di bidang pela anan dan 
reh bili si sosial pen andang disabilitas; 

f. p n I nggaraan kegi teknis op ra ional di bidang pclay anan 
kescj ht raan o ial dan rehabilitasi sosial pen randang disabilitas di dalam 
p nti: 

g. p n elenggaraan kegiatan teknis operasional di bidang penerirnaan, 
ass sment bimbingan sosial bimbingan fisik bimbingan keterarnpilan 
serta bimbingan lanjutan· 

. pen lengg raan kegia an penyaluran terh dap pela anan dan rehabilitasi 
o i 1 lanj u t usia serta pelayanan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas: 

i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas di bidang 
r habilitasi sosial lanjut usia dan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas; 
dan 

J. pelaksanaan fungsi lain di bidang rehabilita i sosial lanjut usia dan 
r habilitasi sosial penyandang disabilitas yang diserahkan Kepala Dinas. 

- 6 - 
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l l ' Ii lit f•han J c. LI l 11 (.H 11 tit 111 

cl wni 11, or i ni 
Mulin IJhun tu: 

rru rm rrnum dun tutu uunhu cl1I lin · 11 .-tm 

I. 

n I k rnr.l I< 
Tutn :J.hH 

ul> Imnnn rlirnnk id cl.nl m Pa nl 

f. ert p I k · 
Mulir l hem R; 

nsnl IO 

n. dim k u I d lnrn I nl 6 ayat ( J) huruf b, 
k rjn, rn it.orin dan valua i, 

i I dnn umum, rta p n -lol n 
R Ul~P Mulia Dhnrmn. 

b gi n T t~, U. nhr 

P • ·11 

uh b 
r> ' 

dnn p nyandt 
'f n. 

LU P Mui' nnl di inr,lu gn U I . I pi IE I 

I nrrnn: lnn 

1. p •I k annan fung I lni 
Ji. abilitns _ uai I< ·L 

inl \11 t ·lml 011 n uit nul II linM <ltnP,A Uf'T P I LU 

LUf UPT t ·lo I Ii 

ui ul 1 "1111 11111110111 t111•11 r•h 1g11 11Hu111 du II< 11(1 duf 111 I I ii'/, I ,·p ii 1 PT 
1111'111)> Ill (I II ,~ I , 

1. ·11 l ,11111111111 linli I Ir, 11 d I 111J<1111r~1, 1 lWT I 'I J lJI l'I Mui I I I , mu; 
1. I ·lnl n1111m, L< g 011111 I< ku] d hhl1t11g p lrty 1111111 rlnn ft·l111I.> I '11 

l1111j 11 1 rt 1111 p< Ir 11111111 dun r,c·lu I I 111 _i , d p, 11 wl111tJ~ I 1>11 it, ; 

c·. pt.lol 01Ht 1t1 I <:gl111 111 t<·lrni 11 11 II l,J,ln11~~ ,·I 1 ,w I dru 
r 111 hi I t n o , I In n] 11 u I, · 

I. Ice H~ltlm1 (P)mi ,pcm 11 II I, dru l peln ru Ill dru 
r"'1nl>ilit1t o inl p 11 111dn IH <Ii 1ul>llir111 ~ 

r1lf·11g ,, rn 11 l<q.int rn I, !lrni I JP !rtl Ion ii cli hitlr g cln n 
c. inl rlnu r ilrnhillln i · ro ,iul hswl r-n u I tng ell mhil r di 

I'll I I B 

I 
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Bagian Keenam 
S k i Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas 

P sal 13 
S ksi P layanan dan Rehabilita i Sosial P nyandang Disabilitas sebagaimna 
dim ksud dalarn asaJ 6 yar (I) huruf d mempun ai tugas melak an kan 
p la anan dan rehabilitasi o ial p n andang di bilita uai k t ntuan 
p r turan p rundang-undan an. 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Seksi 
Pela anan dan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia mempunyai fungsi : 
a. penyusunan program kerja Seksi elayanan clan Rehabilitasi Sosial Lanjut 

Usia; 
b. pengumpulan dan pengolahan bahan di bidang pelayanan dan rehabilitasi 

sosial lanju t usia · 
c. pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidan.g pelayanan dan 

rehabilitasi sosial lanjut usia; 
d. pelaporan pelaksanaan tu gas Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial 

Lanjut Usia; 
e. pemberian saran dan pertimbangan berkenaan dengan pelaksanaan tugas 

dan fungsi di bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial lanjut usia; dan 
f. pelaksanaan fung i Jain di bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial lanjut 

usia yang diser hkan oleh Kepala UPf. 

Pasal 12 

Seksi Pela -anan clan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia sebagaiman dimaksud 
dalam Pasal 6 ay t ( 1) huruf c mempunyai tu gas me]aksanakan kegiatan 
pela anan dan rehabilitasi sosial lanjut usia sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Pasal 11 

Bagian Kelirna 

Seksi elayanan dan Rehabilitasi Sosi Lanjut Usia 

u h ang di erahkan ol h K pala Iu gsi lain di bid ng f. 

1 poran k gia an di lingkungan UPT PSRLURPD Mulia plk nan 
Dharm · d n 
p lak ana 
UPT. 

- 8 - 
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Al IL I 

m jabatan di lin kun n UPT LU D Muli h rm 
arr l dnn k mp ·t n i jn at n uai k t ntu n rutur n 

(3) 

batan Fung i nol di ngkat dari gawai A N 
uai k t ntuan p tur n p rundang- 

(l) K p J U J' di n k cl n diberh ntikan ol h Gub rnur dari e aw i A N 
persyaratan uni J· t ntuan p raturan p rundang- 

Pasal 16 

BABV 
KEPEGAWAIAN 

( 1) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung 
jav ab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat 
Adminis ator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan 
pelaksanaan tugas jabatan fungsiona1 berdasarkan jenjangnya sesuai 
ketentuan pera uran perundang-undangan. 

(2) Kelompok Jabatan Fungsional memiliki tugas memberikan pelayanan 
fungsionaJ ang berdasarkan keahlian dan keterampilan sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(3) J nis dan jurnlah Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

Pasal 15 

Bagian Ketujuh 
Kelompok Jabatan Fungsional 

f. p lak anaan fung i lain di idang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial 
Pen andang Disabilitas ang diserahkan oleh Kepala UPT. 

r · mbangan berkenaan dengan pelaksanaan tuga 
Pelayanan dan Rehabilitasi So ia1 Penyandang 

op rasioanal di bidang Pelayan dan 
Di abilitas; 
S ksi Pelayanan dan Rehabi1i si So iaJ d. 

si b. 

aimana dimak ud dalarn Pasal 13 Seksi 
1 P ang Di bilita mempun ai fungsi : 

layanan dan R h bilitasi So iaJ a. 

a 1 14 
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ll Li I, k I l ' 

n an 

rnur Nornor raturan ,u r raturan Gub rnur ini mulai 
un 2021 t en n P mb ntuk 
rta T t K rjn U it r I k n T kni 

(13 rit 

ada 
1 Ta 

Pa al 22 

BABX 
KETENTUAN PENUTUP 

Pada saa Peraturan Gubernur ini mulai berlaku Pegawai ASN yang 
melaksanakan tugas pada UPT PSRLURPD Mulia Dharma tetap melaksanakan 
rugasn a sepanjang belum ada penugasan yang baru dari Pej b t Pernbin 
Kepegawaian. 

Pasal 21 

BAB IX 
KETENTUAN PERALIHAN 

Kcpala UPT wajib rnernberikan dukungan dan k rja sama yang baik dalam 
k giatan pemantauan dan evaluasi serta Iasilitasi penataan kelembagaan dan 
analisis jabatan, ketatalak anaan, serta reformasi birokrasi dan akuntabilitas 
kinerja ang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di 
bidang organisasi. 

Pas 1 20 

AB VIII 
1 ETENTUAN LAIN-LAIN 

uai d n an k n u ak m n ika h crt urnb r lain an 

n anaan p lak anaan p raturan u m r ini b r um rd 

n ar n ndap tan clan r h: dan/ u 

I 19 

A VII 

JAYAAN 
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,. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT f 

PJ:;LAYANAN DAN REIIAOII.ITA I 
SOSIA L PENY ANDJ\NO DISABI LITA!l 

PELAYJ\ A DAN REH ntLITA I 
OSIAL LANJUT U lA 

• UII llA ilt\N 
TATA U AIIA 

KEPAL urr 

u 

N FUNO I. EITT/\ TATA n:1 ,IA rr 
f>AN I Ell 1111,n'/\SI l'l':NY Nl>AN< 

N GU ERNUR KALlMANT N I{ T 
T IIUN 


